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Kebijakan Kembali ke Nagari di Sumatera Barat merupakan respon lokal terhadap reformasi di Indonesia
setelah rezim otoritarian Soeharto (1966-1998). K ebijakan Kembali ke Nagari ini dalam aspek tertentu dapat
dipandang sebagai legitimasi dan strukturisasi peran perempuan Minangkabau di ranah publik, terlepas dari
dominannya laki-laki sepanjang proses perumusan kebijakan, dan penguatan adat yang membebani
perempuan. Legitimasi ini secara struktural telah memperluas wilayah peran perempuan Minangkabau yang
dahulunya hanya di wilayah domestik (kaum) menjadi wilayah publik (Nagari). Adat Minangkabau
menetapkan bahwa perempuan mempunyai peran sentral di dalam kaumnya dengan kedudukan sebagai
Bundo Kanduang. Peran sentral perempuan Minangkabau di dalam kaum tersebut dengan kembali ke nagari
secaraimplicit juga mendapatkan penguatan kembali. Posisi penting Bundo Kanduang dalam struktur
masyarakat minangkabau ini idealnya dapat menjadi modal dasar bagi perempuan Minang untuk masuk ke
ranah publik. Sehubungan dengan itu Kembali ke Nagari dapat diartikan sebagai terbukanya ruang baru bagi
peran dan partisipas perempuan Minangkabau di Nagari terutama dalam bidang politik dan pemerintahan,
di samping bidang-bidang lainnya seperti ekonomi, sosial dan budaya. Terbukanya ruang sosial baru bagi
partisipasi dan reposisi perempuan di ranah nagari (publik) dalam realitasnya tidaklah mudah untuk diisi dan
dimanfaatkan oleh perempuan Nagari. Selain karena faktor-faktor internal seperti: kapasitas perempuan,
tokoh-tokoh perempuan, kesadaran perempuan. organisasi perempuan, keberhasilan perempuan dalam
mengakses posisi-posis strategis di nagari juga sangat tergantung kepada kultur dan keterbukaan elit laki-
laki di nagari baik niniak mamak, alim ulama maupun cadiak pandai (elit adat, elit agama, cendikiawan)
yang dalam cukup banyak kasus masih bias gender.

The policy of returning to Nagari (Kembali ke Nagari) in West Sumaterais aresponsive local policy to
reform in Indonesiain post-Soeharto's authoritarian regime (1966-1998). This policy of Kembali ke Nagari
in a certain aspect can be viewed to justify and to re-structure the role of Minangkabau women in public
domain vis-a-vis the dominant roles of Minangkabau men in making decisions/policies and in reinforcing
cultural valuesto village communities. The policy of Kembali ke Nagari has extended the roles of
Minangkabau women as Bundo Kanduang (the clan's chief), to Nagari leader (Wali Nagar/ sub-district
leader) and other public roles. In other words, the policy of Kembali ke Nagari isanew opportunity to
Minangkabau women to participate in politics, government and economy in the local level. But it is not easy
for woman to participate and reposition in public area so that the openness of structure has not been utilized
by Nagari organization and success of woman in assessing the strategic position in Nagari, is also depends
on the culture and openness of elite man in Nagari such as the leader of tribe, the man of religion and
experts who have the gender bias perspectiveness.
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